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pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan.
Data dikumpulkan dari Al-Qur’an, kitab-kitab tafsir
klasik dan kontemporer, hadis, serta literatur mengenai
wakaf produktif, kemudian dianalisis menggunakan
metode tafsir tematik dan analisis deskriptif-analitis.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep wakaf
produktif berakar pada prinsip pengembangan manfaat
yang berkelanjutan dan pengorbanan harta terbaik
untuk kepentingan umum. Nilai-nilai tersebut
terimplementasi dalam praktik wakaf para sahabat yang
mengelola aset agar manfaatnya terus mengalir bagi
masyarakat. Dalam konteks Indonesia, prinsip-prinsip
tersebut  memberikan  legitimasi  teologis  bagi
pengembangan wakaf produktif melalui tata kelola yang

profesional, inovasi pengelolaan aset, serta
pemberdayaan ekonomi masyarakat. Penelitian ini
memberikan kontribusi dengan menawarkan

pemahaman yang komprehensif mengenai keterkaitan
antara nilai-nilai Al-Qur’an dan praktik wakaf produktif
sebagai instrumen filantropi Islam yang mampu
memperkuat pembangunan sosial-ekonomi sekaligus
mewujudkan kemaslahatan masyarakat secara
berkelanjutan.
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1. PENDAHULUAN

Wakaf merupakan salah satu institusi penting dalam hukum Islam
yang berfungsi memberdayakan aset dan sumber daya untuk kepentingan
sosial, pendidikan, keagamaan, serta kesejahteraan masyarakat (Ismalil,
2019). Sebagai salah satu instrumen filantropi Islam, wakaf memiliki
karakteristik keberlanjutan manfaat (sustainability), sehingga tidak hanya
berorientasi pada pemenuhan kebutuhan sesaat, tetapi juga pada
terciptanya kemaslahatan publik secara berkesinambungan (Purwaningsih &
Susilowati, 2020). Praktik wakaf telah berlangsung sejak masa Rasulullah
saw. dan para sahabat, kemudian berkembang menjadi salah satu pilar
pembangunan peradaban Islam di berbagai bidang. Meskipun demikian,
istilah wakaf tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur’an. Landasan
normatifnya dibangun melalui ayat-ayat yang memerintahkan infak,
sedekah, dan pengorbanan harta di jalan Allah, kemudian dipertegas oleh
hadis Nabi saw. serta praktik para sahabat (Al-Wahidi, 2008). Oleh karena
itu, kajian tafsir menjadi sangat penting untuk mengungkap nilai-nilai
teologis dan prinsip-prinsip normatif yang melandasi konsep wakaf.

Di antara ayat yang paling sering dijadikan dasar konseptual wakaf
ialah QS. al-Baqarah/2 :261 yang menggambarkan pelipatgandaan pahala
bagi orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah serta QS. Ali 'Imran/3
:92 yang menegaskan bahwa kebajikan (al-birr) hanya dapat diraih melalui
pengorbanan harta yang paling dicintai (Rialisasi & Ja’far, 2024b). Menurut
Wahbah al-Zuhaili, QS. al-Bagarah/2 :261 menunjukkan besarnya balasan
dan keberlanjutan manfaat infak (Az-Zuhaili, 1991), sedangkan Hamka
memaknainya sebagai ilustrasi amal yang terus memberikan manfaat
(Amrullah, 1990). Adapun QS. Ali 'Imran/3 :92 dipahami para mufasir
sebagai dorongan untuk mengorbankan harta terbaik demi meraih al-birr
(Qutb, 2001), yang dimaknai sebagai kebajikan, ketaatan, dan kedekatan
kepada Allah (Asy-Sya‘rawi, 1991). Kedua ayat tersebut menjadi fondasi
teologis yang memperlihatkan bahwa nilai-nilai wakaf berakar pada prinsip
keikhlasan, pengorbanan, dan keberlanjutan manfaat, meskipun istilah
wakaf sendiri tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur’an. Oleh karena
itu, kajian tafsir menjadi sangat penting untuk mengungkap nilai-nilai
teologis dan prinsip-prinsip normatif yang melandasi konsep wakaf. Dalam
konteks tersebut, QS. al-Bagarah/2 :261 dan QS. Ali ‘Imran/3 :92 menjadi
dua ayat yang sering dijadikan landasan konseptual wakaf (Ifham et al.,
2026).
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Meskipun kedua ayat tersebut menjadi fondasi teologis bagi konsep
wakaf, pemahaman mengenai wakaf tidak dapat dilepaskan dari definisi yang
dirumuskan oleh para ulama. Hal ini penting karena istilah wakaf tidak
disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an, sehingga konseptualisasinya
berkembang melalui formulasi para fugaha berdasarkan dalil-dalil syariat.
Oleh sebab itu, sebelum mengkaji lebih jauh penafsiran terhadap ayat-ayat
tersebut, perlu dipahami terlebih dahulu pengertian wakaf secara etimologis
dan terminologis. Pengertian wakaf secara etimologis berasal dari - & - Cidj
Wy yang dapat berarti berdiri, berhenti atau menahan (Malaf, 1987).
Sedangkan pengertian wakaf secara terminologis menurut para fukaha
berbeda-beda sesuai dengan perbedaan mazhab yang ada, sebagaimana akan
dijelaskan di bawah ini. Menurut al-Imam Abu Hanifah, wakaf adalah
menahan suatu benda milik seorang yang berwakaf dan menyedekahkan
manfaatnya untuk tujuan kebaikan (Az-Zuhaili, 1985). Dengan pemahaman
wakaf yang demikian maka kepemilikan terhadap benda tersebut tidak
tercerabut dari tangan orang yang berwakaf dan ia boleh menarik kembali
wakafnya atau menjualnya. Sedangkan menurut jumhur ulama, wakaf
adalah menahan benda yang mungkin diberdayagunakan dengan tetap
memelihara keutuhan bendanya dan memutus hak membelanjakan benda
tersebut dari orang yang berwakaf, digunakan untuk keperluan yang
diperbolehkan oleh syarak, atau dengan menggunakan keuntungannya bagi
kebaikan, semata-mata guna mendekatkan diri kepada Allah Swt. (Asy-
Syarbini, 1994). Dengan definisi wakaf yang dikemukakan oleh jumhur
ulama ini, maka hak milik atas benda wakaf menjadi lepas dari tangan orang
yang berwakaf dan secara hukum berubah menjadi milik Allah Swt. Oleh
karena itu, orang yang berwakaf tidak boleh lagi memanfaatkan atau
membelanjakan benda wakaf tersebut dan harus digunakan untuk kebaikan
sesuai tujuan wakaf (Bahrudin, 2015).

Studi-studi tentang wakaf dalam literatur kontemporer pada umumnya
masih didominasi oleh pendekatan fikih normatif dan hukum positif,
sementara kajian yang secara khusus menelusuri konsep wakaf langsung
dari ayat-ayat Al-Qur’an melalui tafsir dan mengaitkannya secara sistematis
dengan hadis-hadis ahkam, lalu diturunkan implikasinya bagi hukum Islam
kontemporer, relatif jarang. Fahrany dan Intihani, misalnya, mengkaji
kedudukan wakaf dalam hukum Islam dan implementasinya di Indonesia
dengan pendekatan yual-Bagarah) dan hadis wakaf Umar di Khaibar, lalu
beralih pada tipologi wakaf dan urgensi wakaf produktif, tetapi tetap pada
level deskriptif-doktrinal, bukan tafsir tematik ayat wakaf yang mendalam
(Fahrany & Intihani, 2024). Kajian lain tentang “Wakaf dan Dasar Hukum
Wakaf” juga memaparkan dasar normatif wakaf dari Al-Qur’an (al-Hajj, Ali
Imran, al-Bagarah) dan hadis wakaf Umar di Khaibar, lalu beralih pada
tipologi wakaf dan urgensi wakaf produktif, tetapi tetap pada level deskriptif-
doktrinal, bukan tafsir tematik ayat wakaf yang mendalam (Juliati & Hrp,
2024).

Berangkat dari kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan
menganalisis konsep wakaf produktif dalam perspektif tafsir Al-Qur'an
dengan fokus pada QS. al-Baqarah/2:261 dan QS. Ali Imran/3:92. Analisis
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dilakukan melalui kajian mufradat, penafsiran para mufasir, hadis-hadis
yang berkaitan, serta relevansinya terhadap pengembangan wakaf produktif
pada era kontemporer. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini
diharapkan dapat memperkuat landasan teologis wakaf produktif sekaligus
menunjukkan bahwa kedua ayat tersebut tidak hanya berbicara mengenai
infak sebagai ibadah individual, tetapi juga mengandung prinsip-prinsip yang
mendukung lahirnya sistem filantropi Islam yang produktif, berkelanjutan,
dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

2. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research)
dengan pendekatan tafsir tematik (tafsir mawdia%) (Al-Farmawi, 1977).
Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang menjadikan literatur
sebagai sumber utama untuk memperoleh data dan menganalisis suatu
persoalan berdasarkan bahan-bahan tertulis yang relevan (Mustaqim, 2015).
Pendekatan tafsir tematik dipilih karena memungkinkan peneliti
menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan satu tema tertentu, kemudian
mengkajinya secara komprehensif sehingga menghasilkan pemahaman yang
utuh mengenai konsep yang diteliti (Shihab, 2007).

Penelitian ini memfokuskan kajian pada QS. al-Baqarah/2 :261 dan
QS. Ali Tmran/3 :92 sebagai ayat yang menjadi landasan konseptual wakaf.
Analisis dilakukan dengan mengikuti langkah-langkah tafsir tematik
sebagaimana dirumuskan oleh al-Farmawi, yaitu menetapkan tema
penelitian, menghimpun ayat-ayat yang berkaitan, menyusun ayat sesuai
kronologi turunnya apabila diperlukan, memperhatikan munasabah
antarayat, mengkaji asbab an-nuzul, menelaah makna mufradat (kata), serta
mengompromikan berbagai penafsiran sehingga diperoleh pemahaman yang
komprehensif terhadap tema yang dikaji (Al-Farmawi, 1977).

Sumber data primer penelitian ini adalah Al-Qur’an serta kitab-kitab
tafsir yang relevan, yaitu Jami’ al-Bayan karya at-Tabari, al-Jami’ li Ahkam al-
Qur’an karya al-Qurtubi, Tafsir al-Maragt, Tafsir al-Azhar karya Hamka, at-
Tafsir al-Munir karya Wahbah al-Zuhaili, dan at-Tahrir wa at-Tanwir karya Ibn
‘Asyur (Baidan, 2012). Adapun sumber data sekunder berupa buku, artikel
ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tafsir Al-
Qur’an, metodologi tafsir, serta kajian wakaf (Mustaqim, 2015).

Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis melalui komparasi
penafsiran para mufasir klasik dan kontemporer terhadap kedua ayat
tersebut (Baidan, 2012). Selanjutnya, hasil analisis disintesiskan untuk
menemukan persamaan, perbedaan, serta kecenderungan penafsiran para
mufasir sehingga dapat dirumuskan konsep wakaf dalam perspektif tafsir Al-
Qur’an beserta relevansinya terhadap pengembangan wakaf produktif pada
konteks kontemporer (Shihab, 2015).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis Tafsir QS. al-Baqarah ayat 261: Wakaf Produktif Untuk Manfaat

Sosial Berkelanjutan
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“Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah
adalah seperti (orang-orang yang menabur) sebutir biji (benih) yang
menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah
melipatgandakan (pahala) bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Mahaluas lagi
Maha Mengetahui.”

Surah al-Bagarah ayat 261 memberikan perumpamaan mengenai
keutamaan infak di jalan Allah, dan sebagaimana dijelaskan oleh Sa‘d al-
Kalbi, ayat ini turun berkaitan dengan keteladanan dua sahabat Nabi:
‘Abdurrahman bin ‘Auf dan Usman bin ‘Affan. Diriwayatkan bahwa
‘Abdurrahman bin ‘Auf datang kepada Rasulullah dengan membawa empat
ribu dirham, seraya berkata bahwa ia memiliki delapan ribu dirham, empat
ribu ia sisihkan untuk keluarga, dan empat ribu lainnya ia “Pinjamkan
kepada Tuhannya.” Rasulullah kemudian mendoakannya agar diberkahi
pada apa yang ia simpan dan apa yang ia berikan. Sementara itu, Usman bin
‘Affan menawarkan diri untuk membiayai perlengkapan kaum Muslimin yang
tidak mampu mengikuti Perang Tabuk, lalu ia melengkapi mereka dengan
seribu ekor unta beserta perlengkapannya dan menyedekahkan sebuah
sumur miliknya. Sikap dermawan kedua sahabat inilah yang menjadi sebab
turunnya ayat tersebut, sebagai penegasan bahwa infak fi sabilillah yang
dilakukan dengan tulus akan dilipatgandakan pahalanya oleh Allah hingga
berkali-kali lipat (Al-Wahidi, 2008).

Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa QS. al-Bagarah/2: 261
merupakan perumpamaan tentang besarnya balasan bagi orang yang
menginfakkan hartanya di jalan Allah dengan penuh keikhlasan demi
memperoleh keridaan-Nya. Allah melipatgandakan pahala infak, mulai dari
sepuluh hingga tujuh ratus kali lipat, bahkan lebih, sesuai dengan kehendak-
Nya. Perumpamaan sebutir benih yang tumbuh menjadi tujuh bulir dan
setiap bulir berisi seratus biji menggambarkan bahwa satu amal kebaikan
dapat berkembang menjadi manfaat yang sangat besar, sebagaimana benih
yang ditanam di tanah subur menghasilkan panen berlimpah. Hal ini
menunjukkan bahwa infak untuk kepentingan agama, pendidikan, dakwah,
maupun kemaslahatan umat merupakan investasi yang terus memberikan
manfaat (Az-Zuhaili, 1991). Hamka dalam Tafsir al-Azhar mencontohkan
seseorang yang membangun sebuah sekolah di daerah terpencil. Sekolah
tersebut tidak hanya memberikan manfaat kepada para siswa pada satu
masa, tetapi juga terus melahirkan generasi yang berilmu, berakhlak, dan
bermanfaat bagi masyarakat. Manfaat itu akan terus mengalir dari satu
generasi ke generasi berikutnya, sehingga pahala bagi pendirinya tetap
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berlangsung meskipun ia telah meninggal dunia. Dengan demikian, angka
“tujuh ratus” dalam ayat ini bukanlah batas maksimal pahala, melainkan
simbol keluasan karunia Allah yang terus melipatgandakan balasan sesuai
dengan manfaat yang dihasilkan oleh amal tersebut (Amrullah, 1990).

Lebih lanjut pada potongan ayat “wa-Allahu yuda‘ifu liman yasya’u”,
Wahbah juga menjelaskan bahwa meninggalkan ungkitan dan tindakan
menyakiti justru lebih mulia daripada infak itu sendiri, karena ia merupakan
bentuk kemurnian akhlak yang tidak mengandung kepentingan pribadi.
Sebaliknya, siapa pun yang menyertai infaknya dengan al-mann
(mengungkit-ungkit) atau al-aza (menyakiti), maka ia telah merusak nilai
sedekahnya. Adapun orang yang berinfak dengan tulus, tanpa mengharap
imbalan dan tanpa merendahkan penerima, akan memperoleh pahala yang
sempurna dan tidak terbatas, sebagaimana firman-Nya: “Allah
melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki” (Az-Zuhaili, 1991).

Hadis Nabi turut memperkuat konsep pelipatgandaan pahala tersebut.
Ibn Majah (Al-Qazwini, 1954) mer1wayatkan bahwa Nabi bersabda:

J\JJ“JCJ';'\JC «).)\J\.&JJ..U- o ‘./\Jv\.ed\u.’\\.u)\p- Jth;w\uu,fwuu»
NE G A 48 A 285 e 5 AN 08 ‘;}AU\ ol a.b St a." 13330 Jj Ak
JAA_#L;&.LJ_O G J\J‘b\ M\L}.@AJJ 55 “*‘rﬁgd“é\u’d\f&) )
;Kgif"é%i\%}éézb‘f‘buﬁz“:&é*‘:““’?f;\}ééé‘&)ngggjféﬂ;‘ﬁ*’:éﬁj\}ﬁm

[261 5,2 01] {253 3o elag a3} AN oda YB35 s ud\ Blaai a3

“Dirtwayatkan kepada kami oleh Harun ibn ‘Abdullah al-Hammal, yang
berkata: Diriwayatkan kepada kami oleh Ibn Abi Fudayk, dari Khalil ibn
‘Abdullah, dari al-Hasan, dari ‘Ali ibn Abi Talib, Abu Darda’, Abi Hurayrah,
Abu Umamah al-Bahili, dan Abdullah ibn ‘Umar, serta '‘Abdullah ibn ‘Amr, dan
Jabir ibn ‘Abdullah, dan ‘Imran ibn al-Husayn, semuanya meriwayatkan dari
Rasulullah Saw. bahwa beliau bersabda: “Siapa saja yang mengutus bekal di
jalan Allah dan tetap tinggal di rumah, untuk setiap dirham yang ia berikan,
ia akan menerima tujuh ratus dirham, Dan barangsiapa yang berjihad dengan
Jiwanya di jalan Allah, dan menginfakkan harta dalam upaya tersebut, maka
untuk setiap dirham yang ia berikan, ia akan menerima tujuh ratus ribu
dirham,” kemudian beliau membacakan ayat ini: (Dan Allah melipatgandakan
pahala bagi siapa yang Dia kehendaki) (Al-Baqarah: 261)”

Selanjutnya, pada potongan akhir ayat “Dan Allah Maha Luas dan
Maha Mengetahui” al-Maragi menunjukkan bahwa karunia dan pahala Allah
tidak terbatas. Allah Maha Mengetahui siapa yang berhak menerima
pelipatgandaan pahala, yaitu mereka yang menginfakkan hartanya untuk

©2026. JIBER. This work is openly licensed via CC BY 4.0. 100


https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

menegakkan kebenaran serta membina masyarakat dengan nilai-nilai
agama. Perintah berinfak bukan karena Allah membutuhkan harta manusia,
melainkan demi kemaslahatan mereka sendiri, yaitu menyucikan jiwa,
mempererat persaudaraan, dan memperbaiki kehidupan sosial. Penjelasan
ini juga menghibur kaum fakir agar hanya berharap kepada Allah serta
mengingatkan orang kaya agar tidak terlena oleh kekikiran dan
kesombongan (Al-Maragi, 1946).

Penegasan al-Maragi ini sejalan dengan QS. al-Baqarah/2: 265 yang
menggambarkan bahwa orang-orang yang menginfakkan harta mereka
semata-mata untuk mencari rida Allah dan meneguhkan keikhlasan jiwanya:

Py y_ 4 ~ - ~ 5 \ _ ~ ~ EI
A N A R e L ST BT R I T R N B (A B P A o
w“""bp\i\) \-@AL&\ 2);J.: ;\.&‘.}Sﬁ_:w\uf\.‘rr»)j\b\ ;/)Laf 9\4:4\ r.éjb/d\ Q}"f*.’.di‘:\s\ Jw‘)

; y 48 5 :

“Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan harta mereka untuk mencart
rida Allah dan memperteguh jiwa mereka adalah seperti sebuah kebun di
dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat, lalu ia (kebun itu) menghasilkan
buah-buahan dua kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, hujan
gerimis (pun memadai). Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

Berdasarkan penafsiran para mufasir, khususnya Hamka, contoh
pembangunan sekolah yang dikemukakannya dapat dipahami sebagai
ilustrasi tidak langsung mengenai praktik wakaf. Meskipun tidak secara
eksplisit menyebut istilah wakaf, contoh tersebut mencerminkan karakter
utama wakaf, yaitu mempertahankan pokok harta agar manfaatnya terus
mengalir bagi masyarakat. Interpretasi ini juga didukung oleh berbagai
literatur dan kajian kontemporer yang menempatkan QS. al-Bagarah/2: 261
sebagai salah satu landasan normatif bagi konsep wakaf. Ayat ini tidak hanya
menjelaskan besarnya pahala infak, tetapi juga mengandung prinsip
keberlanjutan manfaat yang menjadi ruh wakaf (Rialisasi & Ja’far, 2024a).

Melalui wakaf, harta dialokasikan untuk kepentingan publik, seperti
pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, dan bantuan sosial,
sehingga berfungsi sebagai instrumen redistribusi kekayaan yang
memperkuat kesejahteraan dan pembangunan berkelanjutan (Ifham et al.,
2026). Sejalan dengan itu, secara syari wakaf dipahami sebagai menahan
pokok harta (tahbis al-asl) agar tidak diperjualbelikan, diwariskan, atau
dialihkan kepemilikannya, sementara manfaatnya terus disalurkan sesuai
dengan tujuan yang ditetapkan oleh wakif (Al Arif, 2012). Dengan demikian,
setiap harta yang memiliki nilai dan manfaat dapat dijadikan objek wakaf
selama pokoknya tetap terpelihara dan manfaatnya berlangsung secara
berkesinambungan (Departemen Agama RI, 2007c).

Dalam perkembangannya, wakaf tidak hanya dipahami sebagai
penyedia sarana ibadah, tetapi juga berkembang menjadi instrumen
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pemberdayaan ekonomi melalui konsep wakaf produktif. Berdasarkan
penggunaannya, wakaf dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu wakaf langsung
dan wakaf produktif. Wakaf langsung memanfaatkan aset wakaf secara
langsung sesuai tujuan peruntukannya, seperti masjid, sekolah, atau rumah
sakit. Adapun wakaf produktif merupakan pengelolaan harta wakaf melalui
kegiatan ekonomi yang menghasilkan keuntungan, sedangkan hasil
pengembangannya disalurkan kepada penerima manfaat sesuai tujuan
wakaf (Hazami, 2017). Model ini memungkinkan aset wakaf dikelola pada
sektor pertanian, perdagangan, industri, jasa, investasi, maupun berbagai
bidang usaha lain yang sesuai dengan prinsip syariah. Dengan demikian,
pokok harta tetap terjaga, sedangkan manfaat ekonominya terus berkembang
untuk kepentingan masyarakat (Qahf, 2000).

Wakaf produktif memiliki dimensi ibadah sekaligus dimensi sosial-
ekonomi. Tujuannya tidak hanya menjaga keberlangsungan pahala bagi
wakif, tetapi juga mengurangi ketimpangan sosial, mengentaskan
kemiskinan, memperkuat kemandirian ekonomi umat, dan meningkatkan
kualitas sumber daya manusia (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, 2004). Karena itu, pengelolaan wakaf secara
produktif menjadi salah satu instrumen strategis dalam mewujudkan
kesejahteraan Masyarakat (Kalim, 2020). Di Indonesia, pengembangan wakaf
produktif memperoleh landasan hukum yang kuat melalui Undang-Undang
Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang memberikan dasar bagi
pengelolaan aset wakaf secara profesional, transparan, dan akuntabel
(Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakalf,
2004). Ketentuan ini juga sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28 dan Pasal 34,
yang menegaskan pentingnya jaminan sosial dan pemberdayaan masyarakat
sebagai bagian dari tujuan pembangunan nasional (Suryadi, 2017).

Dalam praktiknya, pengelolaan wakaf produktif dilakukan melalui
berbagai model, seperti investasi, kemitraan usaha, perdagangan, agribisnis,
industri, pembangunan sarana pendidikan, pelayanan kesehatan, hingga
usaha-usaha produktif lainnya yang tidak bertentangan dengan syariat
Islam. Model pengelolaan semacam ini memungkinkan aset wakaf
berkembang secara berkelanjutan sehingga manfaatnya semakin luas dan
mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan ekonomi serta
kesejahteraan masyarakat (Sambheri et al., 2021).

Analisis Tafsir QS. Ali ‘Imran ayat 92: Wakaf Produktif sebagai Jalan
Memperoleh Kebajikan
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“Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan (yang sempurna) sebelum
kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apa pun yang kamu
infakkan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui tentangnya.” (Ali ‘Imran/3:
92)

Dalam tafsir Kementerian Agama, Abu Talhah al-Ansari menyerahkan
harta yang paling ia cintai kepada Rasulullah, dan pemberian tersebut
diterima dengan baik serta dipuji keikhlasannya (Kementerian Agama RI,
201 1) Hal ini di perkuat dalam Sahih al-Bukhari No. 23 18 (Al -Bukhari, 2001)
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“Yahya ibn Yahya menceritakan kepadaku, ia berkata: Aku membacakan
kepada Malik dari Ishaq ibn ‘Abdullah, yang mendengar Anas ibn Malik
(semoga Allah meridainya) berkata: Abu Talhah adalah orang terkaya di
kalangan Ansar di Madinah, dan harta yang paling dicintainya adalah
Bayriiha’, Rumah itu terletak di seberang masjid, dan Rasulullah Saw. biasa
masuk ke sana dan minum airnya yang segar. Ketika ayat ini diturunkan:
(Kalian tidak akan mencapai kebaikan hingga kalian menginfakkan sebagian
dari apa yang kalian cintai) [Ali ‘Imran, ayat 92] Abu Talhah pun berdiri di
hadapan Rasulullah, semoga Allah memberkahi dan melindunginya, dan
berkata: “Wahai Rasulullah, Allah Yang Maha Tinggi berfirman dalam Kitab-
Nya: (Kalian tidak akan mencapai ketakwaan hingga kalian menginfakkan
sebagian dari apa yang kalian cintai.) [Surah Ali ‘Imran, ayat 92] Dan harta
yang paling kucintai adalah Bayruha, dan ini adalah sedekah demi Allah; aku
mengharapkan pahalanya dan simpanannya di sisi Allah. Maka letakkanlah,
wahai Rasulullah, di mana pun engkau kehendaki.” Beliau berkata: “Bagus
sekali, itu adalah harta yang bermanfaat, itu adalah harta yang bermanfaat.
Aku telah mendengar apa yang kamu katakan tentangnya, dan menurutku
kamu sebaiknya memberikannya kepada kerabatmu.” Beliau berkata: “Akan
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kulakukan, wahai Rasulullah,” maka Abu Talhah membagikannya kepada
kerabatnya dan paman-pamannya dari pthak ayah.”

Dengan demikian, keteladanan Abu Talhah al-Ansari dalam hadis
tersebut menjadi pintu masuk untuk menelaah ayat secara lebih mendalam
dalam khazanah tafsir. AlI-Qurtubl memaknai al-birr adalah amal saleh. Dan
dalam hadits yang sahih disebutkan: “Berpeganglah pada kejujuran, karena
kejujuran itu menuntun kepada kebaikan, dan kebaikan itu menuntun ke
surga” (Al-Qurtubi, 1964). Berbeda dengan pandangan Al-Qurtubi, Wahbah
dalam tafsirnya, membagi makna menjadi tiga pendapat: surga, amal saleh,
atau ketaatan. Berdasarkan makna pertama: kalian tidak akan memperoleh
pahala kebaikan hingga kalian menginfakkan apa yang kalian cintai, artinya
kalian tidak akan masuk surga dan mendapatkannya hingga kalian
menginfakkan apa yang kalian cintai, makna kedua: kalian tidak akan
mencapai amal saleh. Dan makna ketiga, yang bersifat menyeluruh: kalian
tidak akan mencapai kebaikan, baik berupa sedekah maupun ketaatan
lainnya, hingga kalian menginfakkan sebagian dari harta yang kalian cintai.
Hasan al-Basri berkata: (hatta tunfigi): maksudnya adalah zakat yang
diwajibkan. Dan yang lebih tepat adalah makna yang dimaksud sebagaimana
dikatakan oleh al—Zamakhsyari (Az-Zuhaili, 1991):
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“Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu
yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi
untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal
kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan)
terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Mahakaya lagi Maha Terpuji.” (al-
Baqgarah/2: 267).

Ibn ‘Asyuar dalam Tafsir at-Tahrir wa at-Tanwir juga memperjelas bahwa
pengeluaran harta yang dicintai telah dijadikan tujuan utama untuk meraih
pahala kebaikan, dan sifat dari sebuah tujuan adalah bahwa pahala
kebaikan tidak dapat diperoleh tanpa tujuan tersebut, Dan hal ini
menyiratkan bahwa sebelum pengorbanan tersebut, terdapat jarak-jarak
spiritual di jalan menuju keadilan, dan semua sifat-sifat keadilan itu belum
dilalui, dan bahwa kebajikan tidak tercapai kecuali melalui ekspresi
tertingginya, yaitu melepaskan apa yang dicintai, sehingga kata ‘sampai’
(huna) di sini menempati posisi retorika yang tak tertandingi oleh apa pun:
Sebab seandainya dikatakan, ‘Kecuali jika kamu berinfak dari apa yang kamu
cintai,” pendengar akan mengira bahwa berinfak oleh si pencinta saja sudah
cukup untuk memperoleh pahala kebaikan, Dan petunjuk mengenai jarak-
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jarak dan tingkatan-tingkatan yang (bahkan) dirasakan oleh orang yang
berorientasi pada tujuan (Ibn ‘Asyuar, 1997).

Penafsiran ini diperkuat oleh Mustafa al-Maragi, yang menegaskan
bahwa seseorang tidak akan sampai pada tingkat bakti yang sejati kepada
Allah, sebagaimana sifat orang-orang yang taat dan diridhai-Nya, hingga ia
menginfakkan harta yang dicintainya. Infak semacam ini menjadi sebab
turunnya rahmat, perolehan pahala, dan jalan menuju surga, sekaligus
sarana dijauhkan dari azab (Al-Maragi, 1946). Sejalan dengan itu,
Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy dalam Tafsir An-Nur menegaskan bahwa
kebajikan, keridaan Allah, limpahan rahmat dan nikmat, serta keselamatan
dari azab tidak akan diraih sebelum seseorang membelanjakan sebagian
harta yang paling ia cintai. Namun, Hasbi juga memberi catatan etis yang
penting: tidak semua infak bernilai kebajikan sejati, sebab ada yang
melakukannya dengan disertai sikap riya’. Di sisi lain, ada pula orang-orang
fakir yang memiliki keinginan kuat untuk berbakti, tetapi tidak memiliki
harta untuk dinafkahkan. Karena itu, ayat ini mengandung unsur dorongan
sekaligus peringatan, serta motivasi agar sedekah dilakukan dengan
keikhlasan dan sebisa mungkin disembunyikan, sehingga terbebas dari
dorongan popularitas dan pamer amal (Ash-Shiddieqy, 2016). Pemaknaan
tersebut Senada dengan penafsiran dari Sayyid Qutb dalam tafsir Fi Zilal al-
Qur’an bahwa wajiblah bagi kaum muslimin menginfakkan dari harta yang
mereka miliki di dunia ini, supaya memperoleh tempat di sisi Allah sebagai
tabungan pada hari kiamat (Qutb, 2001).

Sementara itu, at-Tabarl menyoroti penutup ayat dengan menegaskan
makna firman Allah: “Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka
sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya.” Menurutnya, segala bentuk
infak yang dikeluarkan di jalan Allah, terutama dari harta yang dicintai
sepenuhnya berada dalam pengetahuan Allah dan tidak ada satu pun yang
tersembunyi dari-Nya. Allah akan membalasnya secara sempurna di akhirat
kelak. Riwayat dari Qatadah yang dikutip at-Tabari menegaskan bahwa
seluruh infak itu “terjaga” di sisi Allah, karena Dia Maha Mengetahui setiap
amal hamba-Nya (At-Tabari, 2001).

Dengan demikian, keseluruhan penafsiran menunjukkan bahwa QS.
Ali Tmran/3: 92 tidak hanya menegaskan kewajiban memberi secara lahiriah,
tetapi juga menekankan keikhlasan niat, dan kesadaran diri. Infak dari harta
yang paling dicintai diposisikan sebagai jalan menuju kebajikan yang hakiki
(al-birr), serta sarana meraih keridaan Allah dan keselamatan di akhirat.

Prinsip ini tidak berhenti pada tataran normatif, tetapi dijelaskan
secara aplikatif melalui praktik nyata sahabat Nabi, Umar bin Khattab.
Munzir Qahf mengatakan sebagian ulama berpendapat bahwa yang pertama
kali melaksanakan syariat wakaf adalah Umar ibn Khattab atas bagian
tanahnya di Khaibar (Kahf, 2015). Wakaf yang dilaksanakan oleh Umar Ibn
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Khattab ini ternyata mendorong para sahabat lainya untuk bersegera dalam
mewakafkan hartanya, seperti Abu Talhah al-Ansari yang mewakafkan kebun
kesayangannya, Bayruha’, terutama setelah turunnya QS. Ali Imran/3: 92
(Nazmi & Juliati, 2023).
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“Dirtwayatkan kepada kami oleh Qutaibah ibn Sa‘ld, yang diriwayatkan
kepadanya oleh Muhammad ibn ‘Abdullah al-Ansari, yang diriwayatkan
kepadanya oleh Ibn ‘Awn, yang berkata: Nafi’ memberitahuku, dari Ibn ‘Umar
(semoga Allah meridai keduanya), bahwa ‘Umar ibn al-Khattab memperoleh
sebidang tanah di Khaibar, lalu ia datang menemui Nabi Saw. untuk
berkonsultasi dengannya mengenai hal itu, dan berkata: “Wahai Rasulullah,
aku telah memperoleh sebidang tanah di Khaibar, dan aku belum pernah
memiliki harta yang lebih berharga bagiku daripada itu. Apa yang engkau
perintahkan kepadaku untuk dilakukan dengannya?” Beliau bersabda: “Jika
engkau mau, engkau boleh menyimpan modalnya dan menyalurkan hasilnya
sebagai sedekah.” Beliau berkata: Kemudian ia menyalurkannya sebagai
sedekah, dengan syarat agar tanah tersebut tidak dijual, dihibahkan, atau
diwariskan. Ia membagikannya kepada orang-orang miskin, kerabatnya,
untuk membebaskan budak, fi sabilllah, dan ibnu sabil, serta tamu. Tidak ada
dosa bagi orang yang mengurusnya jika ia memakan hasilnya dengan cara
yang pantas, dan memberi makan kepada orang yang tidak kaya. Ia berkata:
“Aku menceritakan hal ini kepada Ibn Sirin, dan ia berkata: Jangan
memperoleh harta darinya”.” (Al-Bukhari, 2001).

Hukum wakaf sama dengan amal jariyah. Sesuai dengan jenis amalnya
maka berwakaf bukan sekedar berderma (sedekah) biasa, tetapi lebih besar
pahala dan manfaatnya terhadap orang yang berwakaf. Pahala yang diterima
mengalir terus menerus selama barang atau benda yang diwakafkan itu
masih berguna dan bermanfaat. Hukum wakaf adalah sunah. Ditegaskan
dalam hadis (Suhendi, 2010).
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“Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ayyub wa Qutaybah bin Sa‘td
wa Ibn Hajar Mereka berkata: telah menceritakan kepada kami Isma’il yaitu
Ibn Ja‘far ‘an al-‘Ala’ dari Ayahnya dari Abui Hurairah, bahwa Rasulullah
bersabda: “Apabila salah seorang manusia meninggal dunia, maka
terputuslah segala amalannya kecuali tiga perkara; sedekah jariyah, ilmu
yang bermanfaat baginya, dan anak shalih yang selalu mendoakannya.” (An-
Naisaburi, 1955)

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa praktik sedekah
yang dilakukan oleh Umar bin Khattab dan Abu Talhah al-Ansari sejatinya
mencerminkan konsep wakaf produktif. Harta yang mereka keluarkan tidak
semata-mata dimanfaatkan secara langsung, melainkan dikelola dan
dikembangkan untuk tujuan-tujuan yang bersifat produktif, baik dalam
sektor pertanian, perdagangan, maupun bidang-bidang ekonomi lainnya.
Dengan pola semacam ini, nilai guna wakaf tidak berhenti pada benda wakaf
itu sendiri, tetapi terus berlanjut melalui hasil pengelolaan dan keuntungan
bersihnya, yang kemudian disalurkan kepada pihak-pihak yang berhak
menerimanya. Narasi ini menunjukkan bahwa semangat keberlanjutan dan
kemaslahatan sosial telah menjadi bagian integral dari praktik filantropi
Islam sejak masa awal (Hazami, 2017).

Konsep Wakaf dalam Perspektif Tafsir Al-Qur’an
A. Pengertian Wakaf

Kata “waqf’, yang menjadi wakaf dalam bahasa Indonesia, berasal dari
kata kerja bahasa Arab waqafa yang berarti menghentikan, berdiam di
tempat atau menahan sesuatu. Jika dihubungkan dengan ilmu tajwid adalah
tata cara menyebut huruf-hurufnya, dari mana dimulai dan dari mana harus
berhenti. Pengertian menahan dihubungkan dengan harta kekayaan. Wakaf
adalah menahan sesuatu benda untuk diambil manfaatnya sesuai dengan
ajaran Islam (Ali, 1988). Dalam istilah syara‘ secara umum, wakaf adalah
sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan
pemilikan asal (tahbis al-asl), lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum.
Yang dimaksud tahbis al-asl adalah menahan barang yang diwakafkan itu
agar tidak diwarisakan, dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan dan
sejenisnya. Sedangkan cara pemanfaatannya adalah menggunakan sesuai
dengan kehendak pemberi wakaf (wakif) tanpa imbalan (Departemen Agama
RI, 2007c¢).
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Para ahli fikih berbeda dalam mendefinisikan wakaf menurut istilah,
sehingga berbeda pula dalam memandang hakikat wakaf. Menurut Abu
Hanifah, wakaf adalah menahan suatu benda yang tetap menjadi milik wakif,
sedangkan manfaatnya disedekahkan untuk kebajikan; karena itu wakif
pada prinsipnya masih dapat menarik kembali, menjual, dan harta tersebut
dapat diwariskan (Departemen Agama RI, 2007a). Mazhab Maliki
berpendapat bahwa wakaf tidak melepaskan kepemilikan harta dari wakif,
tetapi membatasi wakif untuk memindahtangankan harta tersebut,
sementara manfaatnya digunakan untuk tujuan kebaikan dan wakaf dapat
berlaku untuk jangka waktu tertentu (Departemen Agama RI, 2007a).
Adapun Mazhab SyafiT dan Ahmad bin Hanbal menyatakan bahwa wakaf
melepaskan harta dari kepemilikan wakif setelah sahnya wakaf, sehingga
harta tersebut tidak dapat dijual, dihibahkan, diwariskan, atau ditarik
kembali, sedangkan manfaatnya disalurkan kepada mauqif ‘alaih sebagai
sedekah yang mengikat (Kamariah et al., 2021). Dari berbagai definisi
tersebut, wakaf pada dasarnya berarti menahan harta untuk diambil
manfaatnya bagi kemaslahatan umat dan agama. Perbedaan utama
antarmazhab terletak pada apakah kepemilikan harta wakaf terputus dengan
sahnya wakaf atau tetap berada pada wakif dan dapat ditarik kembali (Lubis
& Tanjung, 2010).

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 merumuskan wakaf
sebagai perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan
sebagian harta benda miliknya agar dimanfaatkan selamanya atau untuk
jangka waktu tertentu guna kepentingan ibadah dan/atau kesejahteraan
umum menurut syariat (Rozalinda, 2015). Ketentuan ini berupaya
menggabungkan pendapat wulama fikih klasik, namun menimbulkan
kelemahan karena membuka dua opsi status wakaf, yaitu selamanya atau
sementara. Dengan demikian, wakaf adalah menahan harta agar manfaatnya
digunakan bagi kepentingan umum sesuai syariat: harta tersebut tetap
terjaga, sedangkan manfaatnya diberikan untuk kemaslahatan masyarakat.
B. Rukun dan Syarat Wakaf

Wakaf sebagai suatu lembaga memiliki unsur-unsur pembentuk yang
sekaligus menjadi rukun dan syarat sahnya wakaf, yaitu wakif, harta wakaf
(mauquf), penerima/manfaat wakaf (mauqaf ‘alaih), dan sigah (ikrar wakaf).
Wakif harus memiliki kecakapan bertindak hukum, yaitu berakal, balig,
cerdas, bertindak atas kemauan sendiri, merdeka, serta menjadi pemilik sah
atas harta yang diwakafkan (Rozalinda, 2015). Harta yang diwakafkan harus
berupa benda yang sah menurut syariat untuk diwakafkan, bukan sekadar
manfaat atau harta yang masih menjadi tanggungan, sehingga dapat
dimanfaatkan secara berkelanjutan (Azzam, 2010).

Adapun mauqif ‘alaih harus merupakan pihak atau tujuan yang
dibenarkan syariat dan diarahkan untuk kepentingan kebajikan, karena
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wakaf merupakan ibadah yang bertujuan mendekatkan diri kepada Allah
Swt. (Departemen Agama RI, 2007c). Sementara itu, sigah atau ikrar wakaf
merupakan pernyataan kehendak wakif, baik secara lisan maupun tulisan,
yang harus secara jelas menunjukkan pelepasan hak atas harta yang
diwakafkan serta menjelaskan peruntukannya, baik untuk kepentingan
umum maupun khusus (Rozalinda, 2015).

C. Macam-macam Wakaf

Ditinjau dari segi peruntukannya, wakaf dibagi menjadi dua, yaitu
wakaf ahli (Zurr) dan wakaf khayri (Departemen Agama RI, 2007a). Wakaf
ahli merupakan wakaf yang diperuntukkan bagi orang-orang tertentu, baik
keluarga wakif maupun pihak lain yang ditentukan. Dalam
perkembangannya, wakaf jenis ini dinilai kurang memberikan manfaat yang
luas bagi kesejahteraan umum karena sering menimbulkan persoalan dalam
pengelolaan dan pemanfaatannya oleh keturunan penerima wakaf (Usman,
1999). Adapun wakaf khairi adalah wakaf yang diperuntukkan bagi
kepentingan agama dan kemaslahatan umum, seperti pembangunan masjid,
sekolah, jembatan, rumah sakit, dan fasilitas sosial lainnya. Wakaf ini
dipandang paling sesuai dengan ajaran Islam karena manfaatnya dapat
dirasakan oleh masyarakat luas dan pahalanya terus mengalir selama harta
wakaf masih dimanfaatkan (Ali, 1988).

Berdasarkan substansi ekonominya, wakaf dibedakan menjadi wakaf
langsung dan wakaf produktif. Wakaf langsung memberikan manfaat secara
langsung kepada masyarakat melalui penyediaan fasilitas ibadah,
pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial lainnya, sehingga manfaatnya
dapat dirasakan secara berkelanjutan dari generasi ke generasi. Sementara
itu, wakaf produktif merupakan wakaf yang dikelola dalam kegiatan
produktif, seperti pertanian, industri, perdagangan, dan jasa. Manfaatnya
diperoleh dari hasil pengembangan aset wakaf, kemudian disalurkan kepada
pihak yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf (Suhairi, 2014).

D. Pengertian dan Praktik Wakaf Produktif

Sudono Sukirno merumuskan bahwa produktif (kata sifat yang berasal
dari kata product) diartikan sebagai proses operasi untuk menghasilkan
barang atau jasa yang maksimum dengan modal yang minimum (Sukirno,
1999). Konsep wakaf produktif pada dasarnya dilandasi oleh ketidakpuasan
pihak pemerintah (terutama Departemen Agama) terhadap pengelolaan harta
wakaf yang dilakukan nazhir yang berjalan selama ini, sehingga lahirnya UU
Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan PP Nomor 42 Tahun 2006 tentang
Pelaksanaan UU Nomor 41 Tahun 2004 adalah bagian dari semangat
memperbaharui dan memperluas cakupan objek wakaf dan pengelolaannya
agar mendapatkan manfaat yang maksimum (Mubarok, 2008).

Wakaf produktif adalah wakaf harta yang digunakan untuk
kepentingan produksi, baik dibidang pertanian, perindustrian, perdagangan
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dan jasa yang manfaatnya bukan pada benda wakaf secara langsung, tetapi
dari keuntungan bersih hasil pengembangan wakaf yang diberikan kepada
orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf. Dalam hal ini, wakaf
produktif diolah untuk dapat menghasilkan barang atau jasa kemudian
dijual dan hasilnya dipergunakan sesuai dengan tujuan wakaf (Suhairi,
2014).

Contoh harta wakaf yang termasuk dalam wakaf produktif antara lain
sebagai berikut:
1. Wakaf Uang

Wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan oleh seseorang atau badan
hukum dalam bentuk uang tunai. Tujuan wakaf uang adalah: (a) membantu
penggalangan tabungan sosial melalui sertifikat wakaf uang sehingga
menciptakan integrasi kekeluargaan di antara umat; (b) meningkatkan
investasi sosial dan mentransformasikan tabungan sosial menjadi modal
sosial; dan (c) menciptakan kesadaran orang kaya terhadap tanggung jawab
sosial mereka terhadap masyarakat sekitarnya sehingga keamanan dan
kedamaian dapat tercapai. Oleh karena itu, wakaf uang hanya boleh
digunakan dan disalurkan untuk hal-hal yang diperbolehkan oleh syariat,
misalnya dijadikan modal usaha sehingga secara hukum pokok uang tidak
habis sekali pakai, sedangkan yang disedekahkan adalah hasil usaha yang
dilakukan oleh nazir atau pengelola (Mannan, 2001).

Wakaf uang dapat dilakukan secara mutlak maupun terbatas.
Perbedaannya terletak pada kebebasan nazir dalam mengelola usaha serta
penentuan pihak penerima manfaat. Hukum wakaf uang adalah boleh
(Mubarok, 2008). Menurut perhitungan ekonomi, wakaf uang dapat dijadikan
sebagai modal usaha yang ditempatkan pada lembaga keuangan yang
terpercaya sehingga keuntungan yang diperoleh dapat disalurkan sebagai
hasil wakaf. Untuk mengurangi risiko, modal tersebut dapat dilindungi
melalui lembaga penjamin atau asuransi syariah sehingga pokok wakaf tetap
terjaga (Departemen Agama RI, 2007a).

2. Wakaf Saham

Saham adalah tanda penyertaan modal pada suatu perseroan terbatas
yang menunjukkan bukti kepemilikan perusahaan. Pemegang saham berhak
memperoleh dividen, capital gain, serta hak suara dalam menentukan
kebijakan perusahaan (Mannan, 2001). Pemilik saham dapat mewakafkan
sahamnya melalui Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-
PWU) karena saham dipandang memiliki nilai yang setara dengan uang.
Pengelolaan wakaf saham memerlukan institusi profesional, seperti
perusahaan pengelola dana wakaf atau reksa dana syariah, agar saham yang
diwakafkan dapat memberikan manfaat yang maksimal dan diinvestasikan
pada usaha-usaha yang halal serta terhindar dari riba (Mubarok, 2008).

3. Wakaf Obligasi Syariah
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Obligasi syariah adalah surat berharga jangka panjang berdasarkan
prinsip syariah yang memberikan imbal hasil kepada pemegangnya serta
pengembalian pokok pada saat jatuh tempo. Karena memiliki batas waktu
tertentu, wakaf obligasi syariah termasuk wakaf berjangka. Pemegang
obligasi syariah dapat mewakafkan obligasinya melalui LKS-PWU untuk
diterbitkan sertifikat wakaf. Wakaf obligasi syariah dapat menggunakan akad
mudharabah atau ijarah sehingga terhindar dari praktik riba. Dalam akad
mudarabah, pemilik modal menyediakan dana, sedangkan pengelola
mengelolanya dalam kegiatan usaha sesuai prinsip syariah (Mubarok, 2008).
4. Wakaf Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)

SBSN secara konseptual serupa dengan Surat Utang Negara (SUN),
yaitu surat berharga yang dijamin pembayarannya oleh negara sesuai masa
berlakunya. Pemegang SBSN dapat mewakafkan kepemilikannya melalui
LKS-PWU untuk diterbitkan akta dan sertifikat wakaf. Dalam mekanisme ini,
SBSN menjadi objek wakaf, LKS-PWU bertindak sebagai nazir, sedangkan
hasil berupa imbalan atau nilai nominal SBSN disalurkan kepada pihak yang
berhak menerima manfaat. Pengelolaannya dapat menggunakan akad
mudarabah, ijarah, musyarakah, dan akad syariah lainnya (Mubarok, 2008).
5. Wakaf Hak Milik atas Satuan Rumah Susun

Salah satu objek wakaf yang diatur dalam UU Nomor 41 Tahun 2004
adalah Hak Milik atas Satuan Rumah Susun. Rumah susun merupakan
bangunan bertingkat yang terbagi dalam satuan-satuan yang dapat dimiliki
secara terpisah dan dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, serta
tanah bersama. Fungsi utamanya sebagai tempat tinggal. Namun, apabila
penerima manfaat tidak menggunakannya secara langsung, satuan rumah
susun tersebut dapat disewakan dan hasil sewanya dimanfaatkan sesuai
tujuan wakaf. Dengan demikian, wakaf rumah susun memiliki nilai ekonomi
yang dapat mendukung kesejahteraan penerima manfaat (Mubarok, 2008).
6. Wakaf Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)

Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) merupakan hak kebendaan atas
hasil kreasi intelektual yang diakui oleh hukum (Fuady, 2005).

Richard Burton Simatupang membedakan HAKI menjadi dua
kelompok, yaitu hak milik industri (meliputi paten, merek, dan desain
industri) serta hak cipta (meliputi karya ilmiah, sastra, dan seni)
(Simatupang, 2003). Contoh praktiknya adalah wakaf buku oleh Hanafi
kepada HMI Korkom IAIN Sunan Gunung Djati dan wakaf buku Nasuka
Purnawirawan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati
Bandung (Mubarok, 2008).

Dapat disimpulkan bahwa perbedaan wakaf langsung (non-produktif)
dan wakaf produktif terletak pada pola pengelolaan dan pelestarian aset
wakaf. Wakaf langsung memerlukan biaya pemeliharaan yang berasal dari
luar aset wakaf, sedangkan wakaf produktif menggunakan sebagian hasil
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pengelolaan aset untuk membiayai perawatan dan pelestarian harta wakaf,
sementara sisanya disalurkan kepada pihak yang berhak sesuai tujuan
wakaf.

E. Pengelolaan Wakaf Produktif

Wakaf merupakan salah satu sumber daya ekonomi yang memiliki
peran penting dalam perekonomian. Di Indonesia, pengelolaan wakaf
mengalami tiga periode perkembangan, yaitu periode tradisional, semi
profesional, dan profesional. Pada periode tradisional, wakaf lebih dipahami
sebagai ibadah mahda yang berorientasi pada aspek keagamaan. Periode
semi profesional ditandai dengan mulai berkembangnya upaya
pemberdayaan wakaf secara produktif, meskipun masih terbatas, seperti
pembangunan fasilitas pendukung. Sementara itu, periode profesional
menunjukkan adanya pengelolaan wakaf secara lebih modern dan produktif,
termasuk pengembangan wakaf benda bergerak seperti uang, saham, dan
surat berharga (Suhairi, 2014).

Perubahan paradigma pengelolaan wakaf tidak lagi hanya menekankan
pelestarian aset wakaf, tetapi juga mengoptimalkan pemanfaatannya tanpa
menghilangkan keutuhan harta wakaf. Oleh karena itu, sistem manajemen
yang profesional menjadi faktor utama dalam meningkatkan manfaat
ekonomi dan sosial dari aset wakaf (Departemen Agama RI, 2007c).
Pengelolaan wakaf secara produktif juga menjadi kebutuhan dalam
mendukung kesejahteraan masyarakat, terutama di tengah tantangan
ekonomi, sehingga diperlukan dukungan terhadap pelaksanaan peraturan
perundang-undangan tentang wakaf (Djunaidi & al-Asyhar, 2007).

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 menetapkan bahwa pihak yang
menerima, mengelola, dan mengembangkan harta wakaf disebut nazir. Nazir
bertugas mengelola dan mengembangkan harta wakaf secara produktif
sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya berdasarkan prinsip
syariah. Pengelolaan tersebut dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan,
seperti investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan,
agribisnis, industri, penyediaan sarana pendidikan dan kesehatan, serta
usaha-usaha lain yang tidak bertentangan dengan syariat.

F. Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif

Pengembangan wakaf produktif di Indonesia masih menghadapi
berbagai kendala, terutama pada aspek manajemen nazir yang belum
profesional. Riset Pusat Bahasa dan Budaya (PBB) UIN Syarif Hidayatullah
Jakarta (2005-2006) menunjukkan bahwa kelemahan utama lembaga wakaf
terletak pada sistem manajemen yang belum modern (Suhairi, 2014).
Akibatnya, banyak aset wakaf tidak dikelola secara optimal, mengalami
penurunan nilai, bahkan beralih fungsi karena lemahnya pengelolaan
(Usman, 1999).
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Untuk mengatasi kondisi tersebut diperlukan strategi pengembangan
yang menekankan kemitraan. Lembaga nazir perlu menjalin kerja sama
dengan pihak-pihak yang memiliki modal dan kemampuan usaha melalui
skema yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti musyarakah dan
mudarabah. Mitra tersebut dapat berupa lembaga investasi berbadan hukum
maupun investor perseorangan yang menanamkan modal sesuai nilai
kepemilikannya (Departemen Agama RI, 2007b). Selain itu, nazir juga perlu
membangun sinergi dengan berbagai lembaga pendukung, seperti Majelis
Ulama Indonesia (MUI), perguruan tinggi, dan lembaga konsultan keuangan,
agar pengelolaan wakaf produktif dapat berjalan lebih efektif, profesional, dan
berkelanjutan.

Implikasi Penafsiran QS. al-Baqarah/2: 261 dan QS. Ali 'Imran/3: 92
terhadap Pengembangan Wakaf Produktif di Indonesia

Hasil penafsiran terhadap QS. al-Baqarah/2: 261 dan QS. Ali Imran/ 3:
92 menunjukkan bahwa Al-Qur’an tidak hanya memberikan dorongan
normatif untuk berinfak, tetapi juga membangun paradigma filantropi yang
berorientasi pada keberlanjutan manfaat (sustainability) dan pemberdayaan
sosial-ekonomi. Meskipun istilah wakaf tidak disebutkan secara eksplisit
dalam kedua ayat tersebut, analisis para mufasir memperlihatkan adanya
prinsip-prinsip dasar yang kemudian dikembangkan oleh para fukaha
menjadi konsep wakaf. Dengan demikian, wakaf produktif bukan merupakan
konsep ekonomi Islam yang lahir secara terpisah dari Al-Qur’an, melainkan
merupakan konsekuensi dari nilai-nilai yang terkandung dalam kedua ayat
tersebut (Ifham et al., 2026).

Pada QS. al-Baqarah/2:261, seluruh mufasir sepakat bahwa ayat ini
menjelaskan keutamaan infak melalui perumpamaan sebutir benih yang
menghasilkan tujuh bulir, dan setiap bulir berisi seratus biji. Namun
demikian, orientasi penafsiran masing-masing mufasir memperlihatkan
perkembangan yang menarik. At-Tabari dan al-Qurtubi  lebih
menitikberatkan ayat ini sebagai penjelasan mengenai pelipatgandaan
pahala bagi orang yang berinfak di jalan Allah (At-Tabari, 2001). Sebaliknya,
Hamka, al-Maragi, dan Wahbah az-Zuhaili mengembangkan dimensi sosial
ayat tersebut dengan menegaskan bahwa amal yang dikeluarkan di jalan
Allah akan terus melahirkan manfaat yang berlipat bagi masyarakat.
Perkembangan orientasi penafsiran ini menunjukkan bahwa metafora
habbah (benih) tidak hanya menggambarkan pelipatgandaan pahala, tetapi
juga melambangkan pertumbuhan manfaat (growth of benefit) yang menjadi
karakter utama wakaf produktif (Al-Maragi, 1946; Amrullah, 1990; Az-
Zuhaili, 1991).

Sementara itu, QS. Ali Imran/3:92 memberikan dimensi etik yang
melengkapi paradigma tersebut. Al-Qurtubi memaknai al-birr sebagai
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kesempurnaan amal saleh (Al-Qurtubi, 1964), sedangkan Ibn ‘Asyur
menegaskan bahwa seseorang tidak akan mencapai tingkat kebajikan yang
sempurna sebelum mampu mengorbankan harta yang paling dicintainya (Ibn
‘Asyur, 1997). Wahbah az-Zuhaili memperluas makna tersebut dengan
menghubungkannya kepada seluruh bentuk ketaatan yang diwujudkan
melalui pengorbanan harta terbaik (Az-Zuhaili, 1991). Dengan demikian, ayat
ini menegaskan bahwa kualitas filantropi Islam tidak diukur dari banyaknya
harta yang dikeluarkan, tetapi dari nilai pengorbanan dan keikhlasan yang
melandasinya. Prinsip tersebut menjadi landasan etik wakaf produktif, sebab
aset yang diwakafkan idealnya merupakan aset yang memiliki nilai ekonomi
dan mampu menghasilkan manfaat secara berkelanjutan bagi masyarakat.

Sintesis terhadap kedua ayat tersebut memperlihatkan bahwa Al-
Qur’an membangun dua fondasi utama wakaf produktif. Pertama, prinsip
produktivitas manfaat, yaitu mempertahankan pokok harta agar manfaatnya
terus berkembang sebagaimana digambarkan oleh metafora benih dalam QS.
al-Bagarah/2: 261. Kedua, prinsip pengorbanan aset terbaik, yaitu
menyerahkan harta yang paling bernilai sebagai bentuk ketulusan
pengabdian kepada Allah sebagaimana ditegaskan dalam QS. Ali Imran/3:
92. Integrasi kedua prinsip tersebut menghasilkan paradigma filantropi Islam
yang tidak hanya berorientasi pada pahala individual, tetapi juga pada
penciptaan manfaat sosial yang berkesinambungan (perpetual social benefit).
Temuan ini menunjukkan bahwa wakaf produktif merupakan bentuk
implementasi paling utuh dari nilai-nilai Qur'ani mengenai pengelolaan harta
di jalan Allah (Kahf, 1998).

Paradigma tersebut memperoleh legitimasi historis melalui praktik
para sahabat. Wakaf Umar bin Khattab di Khaibar (Al-Bukhari, 2001)
memperlihatkan prinsip tahbis al-asl wa tasbil as-samarah, yaitu
mempertahankan pokok harta dan mendistribusikan hasilnya kepada
masyarakat. Demikian pula Abu Talhah al-Ansari yang mewakafkan kebun
Bayruha’ (Al-Bukhari, 2001) setelah turunnya QS. Ali ‘TImran/3: 92
menunjukkan bahwa pengorbanan aset terbaik menjadi manifestasi nyata
dari konsep al-birr. Kedua praktik tersebut memperlihatkan bahwa para
sahabat tidak memahami infak sebagai pemberian yang habis sekali pakai,
melainkan sebagai instrumen yang mampu menghasilkan manfaat secara
terus-menerus. Oleh karena itu, konsep wakaf produktif sesungguhnya
memiliki akar historis yang kuat dalam praktik generasi pertama Islam,
bukan sekadar formulasi ekonomi syariah kontemporer.

Implikasi penafsiran tersebut menjadi sangat relevan dalam konteks
Indonesia. Potensi pengembangan wakaf di Indonesia juga sangat besar.
Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia pada
tahun 2025 diperkirakan memiliki 249,82 juta penduduk Muslim atau
sekitar 87,14% dari total populasi nasional. Potensi dana filantropi Islam
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diperkirakan mencapai Rp1.270,36 triliun per tahun, yang berasal dari infak
sebesar RpS500 triliun, zakat Rp327 triliun, wakaf Rp180 triliun, kurban
Rp134,85 triliun, serta berbagai instrumen filantropi lainnya. Besarnya
potensi tersebut menunjukkan bahwa dana sosial Islam dapat menjadi
sumber pembiayaan pembangunan yang signifikan apabila dikelola secara
profesional (Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian
Agama RI, 2025).

Pada sektor wakaf, Indonesia memiliki 445.504 lokasi tanah wakaf
dengan luas mencapai 57.550 hektare, di mana lebih dari 280 ribu bidang
telah bersertifikat. Pengembangan wakaf uang juga menunjukkan kemajuan
dengan hadirnya 520 nazhir wakaf uang dan 61 Lembaga Keuangan Syariah
Penerima Wakaf Uang (LKSPWU). Selain itu, berbagai inovasi pemberdayaan
terus dikembangkan melalui program Kota Wakaf, Inkubasi Wakaf Produktif,
dan Hutan Wakaf. Program-program tersebut telah memberikan dampak
nyata terhadap penguatan ekonomi masyarakat, pemberdayaan UMKM,
pengembangan sektor pertanian, konservasi lingkungan, hingga peningkatan
kesejahteraan ribuan penerima manfaat. Fakta ini menunjukkan bahwa
wakaf di Indonesia telah mengalami transformasi dari sekadar instrumen
ibadah yang bersifat konsumtif menjadi instrumen pembangunan sosial,
ekonomi, dan lingkungan yang produktif serta berkelanjutan (Direktorat
Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, 2025).

Apabila dianalisis melalui perspektif tafsir QS. al-Baqarah/2: 261,
kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi normatif
dan implementasi kelembagaan. Metafora benih dalam ayat tersebut
mengandung pesan bahwa harta yang dikeluarkan di jalan Allah semestinya
mengalami pertumbuhan manfaat, bukan sekadar dipertahankan
keberadaannya. Dengan demikian, tantangan utama pengembangan wakaf
di Indonesia bukan lagi terletak pada penghimpunan aset wakaf, melainkan
pada transformasi paradigma pengelolaannya. Aset wakaf perlu
dikembangkan melalui investasi syariah, agribisnis, pengembangan UMKM,
rumah sakit, sekolah, energi terbarukan, maupun instrumen keuangan
syariah agar mampu menghasilkan manfaat ekonomi yang berkelanjutan
tanpa menghilangkan pokok harta wakaf. Pendekatan ini justru sejalan
dengan makna simbolik habbah yang menggambarkan pertumbuhan nilai
secara terus-menerus (Obaidullah, 2018).

Di sisi lain, QS. Ali Imran/3: 92 memberikan kritik moral terhadap
praktik wakaf yang hanya berorientasi pada pelepasan aset yang kurang
produktif. Ayat tersebut menegaskan bahwa kualitas ibadah ditentukan oleh
kesediaan mengorbankan harta yang paling dicintai. Dalam konteks
Indonesia, pesan ini menuntut perubahan cara pandang masyarakat
terhadap objek wakaf. Wakaf tidak lagi dipahami hanya sebagai tanah yang
tidak dimanfaatkan atau bangunan sederhana, tetapi juga mencakup aset-
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aset produktif seperti uang, saham syariah, sukuk, hak kekayaan intelektual,
maupun aset bisnis yang mampu memberikan manfaat ekonomi secara
berkelanjutan (Ahmad & Hidayah, 2025). Transformasi objek wakaf ini
selaras dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 yang memperluas
cakupan harta benda wakaf dan membuka ruang bagi pengembangan wakaf
produktif sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern (Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, 2004).

Penafsiran kedua ayat tersebut juga memberikan implikasi terhadap
tata kelola kelembagaan wakaf. Prinsip tahbis al-asl menghendaki agar pokok
harta tetap terpelihara, sedangkan prinsip tasbil al-manfa‘ah menuntut
kemampuan nazir untuk mengembangkan manfaat ekonomi dari aset
tersebut (Munir & Zubaidah, 2024). Oleh karena itu, profesionalisme nazhir
bukan lagi sekadar tuntutan administratif, tetapi merupakan konsekuensi
langsung dari pesan Al-Qur’an. Pengelolaan wakaf harus didasarkan pada
prinsip good waqf governance, yaitu profesional, amanah, transparan,
akuntabel, dan berorientasi pada kemaslahatan. Dalam konteks ini, berbagai
inovasi seperti Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS), Kota Wakaf, Inkubasi Wakaf
Produktif, dan digitalisasi wakaf merupakan bentuk aktualisasi kontemporer
dari pesan QS. al-Baqgarah/2: 261 mengenai pengembangan manfaat harta
di jalan Allah.

Dengan demikian, pengembangan wakaf produktif di Indonesia tidak
hanya memiliki dasar yuridis melalui Undang-undang Nomor 41 Tahun
2004, tetapi juga memiliki legitimasi teologis yang kuat berdasarkan
penafsiran Al-Qur’an. Temuan ini sekaligus memperlihatkan bahwa
optimalisasi wakaf produktif merupakan bagian dari realisasi maqasid asy-
syari‘ah, khususnya dalam menjaga harta (hifz al-mal), mewujudkan keadilan
sosial, dan membangun kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun istilah wakaf tidak
disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur’an, konsep dan prinsip dasarnya
telah terkandung dalam QS. al-Bagarah/2: 261 dan QS. Ali Imran/3: 92
melalui nilai-nilai infak, pengorbanan harta, keikhlasan, serta keberlanjutan
manfaat. QS. al-Baqarah/2: 261 menggambarkan bahwa harta yang
dikeluarkan di jalan Allah tidak berhenti pada pemberian sesaat, tetapi dapat
berkembang dan menghasilkan manfaat yang berlipat, sedangkan QS. Ali
Tmran/3: 92 menegaskan bahwa kebajikan yang sempurna hanya dapat
dicapai melalui kesediaan mengorbankan harta yang paling dicintai.

Hasil kajian tafsir menunjukkan bahwa kedua ayat tersebut menjadi
fondasi teologis bagi konsep wakaf produktif. Metafora benih dalam QS. al-
Bagarah/2: 261 mencerminkan prinsip keberlanjutan manfaat (productive
sustainability), sementara konsep al-birr dalam QS. Ali Imran/3: 92
menunjukkan pentingnya pengorbanan aset terbaik (valuable asset sacrifice).
Kedua prinsip tersebut kemudian diwujudkan dalam praktik para sahabat,
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seperti wakaf Umar bin Khattab di Khaibar dan Abu Talhah al-Ansari yang
menyerahkan kebun Bayruha’, yang menunjukkan bahwa harta wakaf tidak
hanya diberikan untuk kebutuhan langsung, tetapi dikelola agar manfaatnya
terus mengalir bagi masyarakat.

Dengan demikian, wakaf produktif merupakan bentuk implementasi
nilai-nilai Al-Qur’an dalam bidang filantropi Islam yang menggabungkan
dimensi ibadah, sosial, dan ekonomi. Wakaf tidak hanya berfungsi sebagai
amal jariyah bagi wakif, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan
masyarakat melalui pengembangan aset secara produktif. Dalam konteks
Indonesia, pengembangan wakaf produktif memerlukan pengelolaan yang
profesional melalui peningkatan kapasitas nazir, penerapan tata kelola yang
amanah dan transparan, serta inovasi pengelolaan aset seperti wakaf uang,
investasi syariah, dan berbagai sektor ekonomi produktif. Oleh karena itu,
optimalisasi wakaf produktif memiliki peran strategis dalam mewujudkan
kemaslahatan masyarakat, mengurangi kesenjangan sosial, dan
merealisasikan tujuan-tujuan syariat (magasid asy-syari‘ah), khususnya
dalam menjaga harta (hifz al-mal) dan membangun kesejahteraan yang
berkelanjutan.
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